
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA 

 
NOTA DINAS 

NOMOR: W.29.UM.01.01-2800 
 

Yth.  : Kepala Kantor Wilayah 

    Para Kepala Divisi 

   Para Pejabat Administrasi 

Dari : Kepala Divisi Administrasi  

Hal : Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Montoring dan Evaluasi Realisasi 

Anggaran Triwulan I dan Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran 

Periode Semester I TA. 2022 

Lampiran : - 

Tanggal  : 1 Juli 2022 

 Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Triwulan I dan 

pelaksanaan realisasi anggaran periode Semester I Tahun Anggaran 2022 di lingkungan 

satuan kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara, bersama ini kami 

mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri rapat yang akan dilaksanakan pada: 

Hari/Tanggal : Senin/ 4 Juli 2022 

Pukul : 10.00 WIT – selesai 

Tempat : Ruang Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 

Maluku Utara 

Agenda : Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi 

Realisasi Anggaran Triwulan I dan Monitoring dan Evaluasi 

Realisasi Anggaran Periode Semester I TA. 2022. 

 Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. 

 

 

 

 

 

Andi Basmal 

NIP. 19720215 199203 1 002 
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DAFTAR HADIR  

RAPAT TINDAK LANJUT REKOMENDASI  
MONITORING DAN EVALUASI REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I  

DAN MONITORING DAN EVALUASI REALISASI ANGGARAN SEMESTER I 
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA 

SENIN, 04 JULI 2022 
 

No NAMA JABATAN TANDATANGAN 

1 M. ADNAN KEPALA KANTOR 
WILAYAH 

1.  

2 ANDI BASMAL KEPALA DIVISI 
ADMINISTRASI 

 2. 

3 M. KASIM UMASANGADJI KEPALA BAGIAN 
UMUM 

3.  

4 IRWAN KADIR KABAG PROGRAM 
DAN HUMAS 

 4. 

5 SARWEDI SIREGAR KABID HUKUM 5.   

6 ZULFIKAR GAILEA KABID PELAYANAN 
HUKUM 

 6. 

7 FATMAWATY BAUD KASUBAG 
PENG.KEUANGAN 

7.  

8 BURHANI HADAD KASUBAG P2  8. 

9 MOHAMMAD IKBAL KASUBID FPPHD 9.  

10 SAMSUDIN BUTON KASUBID 
PENGELOLAAN 

 10. 

11 ERNI RUMASORENG KASUBID 
PENGKAJIAN 

11.  

12 ERMIN RASYIM KASUBID HUMAS  12. 

 
 

Ternate, 04 Juli 2022 
Kepala Divisi Administrasi 

 
 
 

      
Andi Basmal 
Nip. 19720215 199203 1 002 
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NOTULA 

 

Hari  : Selasa 

Tanggal : 4 Juli 2022 

Pukul  : 10.00 WIT 

Tempat : Aula Kantor Wilayah 

Peserta Rapat 

a. Hadir   : 1. M. Adnan 

  2. Andi Basmal 

  3. M. Kasim Umasangadji 

  4. Irwan Kadir 

  5. Zulfikar Gailea 

  6. Sarwedi Siregar 

  7. Fatmawaty Baud 

  8. Burhani Hadad 

  9. Erni Rumasoreng 

  10. Mohammad Ikbal 

  11. Samsudin Buton 

Acara : Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Monitoring 

dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I dan Hasil 

Pelaksanaan Anggaran Periode Semester I Tahun Anggaran 

2022 

Jalannya Rapat   : 

Rapat dibuka pukul 10.00 WIT yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dengan pembahasan hasil realisasi anggaran 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara periode Semester I Tahun 

Anggaran 2022. 

Jalannya rapat/pertemuan: 

1) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran 

Triwulan I: 

- Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Triwulan I yang 

dilaksanakan pada tanggal 5 April 2022, terdapat tiga satuan kerja yang 

belum mencapai target realisasi anggaran Triwulan I, yaitu Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas III Labuha, Direktorat Jenderal AHU, dan Lembaga 

Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate. 



- Upaya tindak lanjut yang dilakukan untuk meningkatkan penyerapan 

anggaran yaitu dengan memaksimalkan pelaksanaan belanja, khususnya 

belanja barang di periode Triwulan II. 

- Realisasi belanja barang yang cukup kecil pada Lembaga Pemsayarakatan 

Kelas III Labuha sebesar 12,84% menyebabkan penyerapan anggaran pada 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuha tidak mencapai target yang 

ditentukan. Oleh karena itu Upaya Tindak Lanjut yang dilakukan untuk 

meningkatkan realisasi anggaran dengan memaksimalkan belanja barang 

untuk periode berikutnya. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuha telah 

melaksanakan tindak lanjut monitoring dan evaluasi dengan baik, sehingga 

penyerapan anggaran periode Triwulan II meningkat menjadi 48,82%. 

- Direktorat Jenderal AHU telah melakukan upaya tindak lanjut dengan baik. 

Penyerapan anggaran semula pada Triwulan I sebesar 14,87% berhasil 

dioptimalkan pada Triwulan II sebesar 50,48%. 

- Kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III 

Ternate terdapat pada pelaksanaan belanja modal. Upaya tindak lanjut yang 

harus dilakukan dengan mengoptimalkan pelaksanaan belanja modal pada 

periode berikutnya. Pada pelaksanaannya, Lembaga Pemasyarakatan 

Perempuan Kelas III Ternate telah melakukan proses konsultasi terkait 

penyelesaian pembangunan gedung dan bangunan. Namun, dikarenakan 

pembayarannya dilakukan bertahap, penyerapan anggarannya pun 

menyesuaikan dengan tagihan pembayaran. Hingga Triwulan II, Lembaga 

Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate masih belum mencapai target 

yang ditentukan.  

2) Hasil pelaksanaan anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 

Maluku Utara periode Semester I: 

- Realisasi anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku 

Utara senilai Rp47.059.153.504 dari total PAGU Anggaran 

Rp98.467.785.000, dengan persentase 47,79%. 

- Berdasarkan hasil rekapitulasi realisasi anggaran di seluruh Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan 

HAM Maluku Utara menempati peringkat ketiga setelah Kantor Wilayah 

Sulawesi Selatan (48,21%) dan Kantor Wilayah Sumatera Barat (47,88%). 

- Realisasi anggaran untuk 9 DIPA pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum 

dan HAM Maluku Utara senilai Rp10.405.673.509 dari total PAGU Anggaran 

Rp20.829.495.000, dengan persentase 49,96%. 

- Sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh Kementerian Hukum dan 

HAM, target realisasi anggaran untuk periode Semester I adalah 50%. 

Persentase ini merupakan persentase kumulatif dari realisasi belanja 

pegawai, belanja barang, dan belanja modal. 

- Berdasarkan hasil rekapitulasi penyerapan anggaran Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara per 30 Juni 2022, satuan kerja 

dengan realisasi tertinggi dicapai oleh Rumah Penyimpanan Barang Sitaan 

Negara (RUPBASAN) Kelas II Ternate (64,88%). Kemudian, dua satuan kerja 

dengan nilai realisasi terendah yaitu, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 

(40,81%), dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate 

(25,04%). 



- Satuan kerja Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (RUPBASAN) 

Kelas II Ternate memiliki PAGU sebesar Rp2.171.796.000 dengan 

persentase penyerapan sebesar Rp1.409.004.687 (64,88%). Penyerapan 

Anggaran pada setiap jenis belanja pada RUPBASAN Ternate telah melebihi 

target yang ditentukan (50%). Ini merupakan pencapaian yang sangat baik 

atas realisasi anggaran satuan kerja. 

- Satuan kerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memiliki PAGU sebesar 

Rp1.027.254.000 dengan total realisasi anggaran sebesar Rp419.244.900 

(40,81%). Dibandingkan dengan 9 DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum 

dan HAM Maluku Utara, hanya satuan kerja Direktorat Jenderal 

Pemasyarakatan tidak mencapai target penyerapan semester I. 

- Satuan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate 

memiliki total PAGU sebesar Rp10.368.064.000 dengan realisasi anggaran 

sebesar Rp2.595.720.242 (25,04%). Realisasi belanja modal yang baru 

mencapai 6,08% membuat penyerapan anggaran pada Lembaga 

Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate belum maksimal. 

3) Sesi Tanya/Jawab atas hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan 

untuk menjawab faktor yang menyebabkan terjadinya kendala yang dihadapi. 

- Realisasi belanja pada Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara 

(RUPBASAN) Kelas II Ternate sudah sangat baik, namun diharapkan tetap 

memerhatikan anggaran dan Rencana Penarikan Dana (RPD) agar tidak 

terdapat PAGU Minus dan Deviasi Halaman III DIPA yang lebih dari 5%. 

- Realisasi belanja barang pada satuan kerja Direktorat Jenderal 

Pemasyarakatan belum mencapai target minimum penyerapan sebesar 

40,81%. Hal ini dikarenakan terdapat banyak PAGU yang masih diblokir, 

sehingga pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran stagnan. Belum 

ada informasi lebih lanjut dari unit Eselon I Direktorat Jenderal Pemasyarakan 

terkait buka blokir anggaran. Jika belum dilakukan blokir, maka satuan kerja 

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan akan memaksimalkan kegiatan hingga 

Triwulan III. 

- Realisasi belanja modal pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 

III Ternate memiliki gap yang cukup besar terhadap target yang ditentukan. 

PAGU belanja modal pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III 

Ternate sebesar Rp5.916.050.000, sementara realisasinya hanya 6,80% atau 

sebesar Rp402.001.396. Belanja modal ini terkait dengan penyelesaian 

pembangunan gedung/bangunan pada Lembaga Pemasyarakatan 

Perempuan Kelas III Ternate. Apabila proses pelaksanaan pembangunan 

gedung/bangunan telah dimulai, diharapkan penyerapan anggaran pada 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Ternate dapat mencapai target yang 

ditentukan.  

4) Simpulan/Rekomendasi 

- Hasil pelaksanaan anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan 

HAM Maluku Utara belum mencapai target yang ditentukan, namun 

menduduki peringkat ketiga realisasi anggaran seluruh Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan HAM. 

- Setiap satuan kerja harus memerhatikan penyerapan anggaran per jenis 

belanja dan mendukung belanja berkualitas melalui peningkatan kualitas 



pelaksanaan anggaran dan mengurangi penumpukan pencairan dana pada 

akhir tahun. 

- Satuan kerja diharapkan melakukan penyusunan rencana kegiatan periode 

Triwulan III kemudian melakukan pemutakhiran RPD Halaman III DIPA. 

- Sesuai dengan PER-5/PB/2022, batas waktu pemutakhiran RPD Halaman III 

DIPA untuk periode Triwulan I, Triwulan II, dan Triwulan III tahun 2022 adalah 

tanggal 14 Juli 2022.  

- Target realisasi anggaran Triwulan III Kantor Wilayah Kementerian Hukum 

dan HAM Maluku Utara sebesar 75%. 

- RPD Halaman III DIPA bulan Januari-Juni sesuai dengan realisasi anggaran 

per jenis belanja. RPD Halaman III DIPA bulan Juli-September sesuai 

rencana belanja per jenis belanja, dengan memerhatikan target realisasi 

anggaran triwulan III, yaitu: Belanja Pegawai sebesar 75%, Belanja Barang 

sebesar 70%, dan Belanja Modal sebesar 70%. 

5) Saran/Masukan 

Berdasarkan simpulan yang telah disebutkan di atas, maka perlu segera 

dilaksanakan tindak lanjut pelaksanaan anggaran pada masing-masing satuan 

kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara.  

Demikian rapat ini dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan serta 

untuk segera dilakukan tindak lanjut perbaikan atas hasil pelaksanaan monitoring dan 

evaluasi Realisasi Anggaran periode Semester I Tahun Anggaran 2022 yang akan dijadikan 

sebagai dasar dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi periode (triwulan) berikutnya. 

Acara ditutup oleh Kepala Kantor Wilayah pada pukul 12.00 WIT. 

 

 

Notulis 

 

 

 

 

Fatmawaty Baud, S.E. 

NIP. 19800724 200912 2 005 

Disahkan Oleh, 

Kepala Divisi Administrasi 

 

 

 

 

Andi Basmal 

NIP. 19720215 199203 1 002 

  



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA 

 
NOTA DINAS 

NOMOR: W.29.UM.01.01-2825 
 

Yth.  :  Kepala Kantor Wilayah 
Dari :  Kepala Divisi Administrasi 
Hal :  Laporan Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran Periode Semester I 

Tahun Anggaran 2022  
Lampiran : 1 Laporan 
Tanggal : 5 Juli 2022 

 Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rapat Monitoring dan Evaluasi 

Realisasi Anggaran Periode Semester I Tahun Anggaran 2022 pada hari selasa tanggal 4 

Juli 2022, bersama ini dengan hormat kami sampaikan laporan sebagaimana dimaksud 

pada pokok surat, untuk mohon petunjuk dan arahan Bapak. 

Demikian disampaikan, atas perkenanan Bapak Kepala Kantor Wilayah, kami 

ucapkan terima kasih. 

 

 

 

 

 

Andi Basmal 

NIP. 19720215 199203 1 002 
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Telepon : (0921) 3122119, Faksimili : (0921) 3122118 

Laman : www.malut.kemenkumham.go.id e-mail : kuper.malut@gmail.com 

 

LAPORAN KEGIATAN 
MONITORING DAN EVALUASI REALISASI ANGGARAN 

PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA 
PERIODE SEMESTER I 

TAHUN ANGGARAN 2022 
 
 
A. Pendahuluan 

1. Umum 

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung 

program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem 

penyelenggaraan organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang 

efektif, efisien, transparan dan akuntabel, sehingga dapat melayani masyarakat 

secara cepat, tepat, dan profesional dalam mewujudkan good governance dan 

clean government yang pada akhirnya akan meningkatkan pelayanan prima serta 

kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Salah satu bentuk sistem penyelenggaraan 

organisasi yang akuntabel adalah dengan memastikan bahwa setiap kegiatan 

dah hasil akhir dari kegiatan penyelenggara harus dapat dipertanggungjawabkan 

kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan 

Laporan Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran. 

Laporan Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran merupakan 

amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Monitoring dan Evaluasi 

Realisasi Anggaran merupakan perwujudan untuk mempertanggungjawabkan 

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah 

diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi 

organisasi secara terstruktur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan 

melalui Laporan Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran. 

2. Maksud dan Tujuan 

a. Maksud dari kegiatan ini adalah memberikan gambaran terhadap 

pelaksanaan anggaran setiap bulannya dalam periode Semester I Tahun 

Anggaran 2022 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 

Maluku Utara. 

b. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui capaian pelaksanaan 
anggaran terhadap target yang telah ditentukan dalam periode Semester I 
Tahun Anggaran 2022, agar dapat dijadikan bahan masukan dalam menentukan 
kebijakan pelaksanaan kegiatan pada periode triwulan berikutnya. Pemantauan 
dan evaluasi ini dilaksanakan berkelanjutan dan berkala secara triwulanan. 
Dengan demikian, proses pelaksanaan program dan kegiatan tetap dapat 
berjalan baik sesuai rencana ataupun dapat diambil suatu tindakan perbaikan 



untuk mengatasi adanya penyimpangan yang terjadi terhadap capaian kinerja.  
3. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup kegiatan ini adalah hasil monitoring dan evaluasi terhadap 
pelaksanaan realisasi anggaran periode Semester I Tahun Anggaran 2022 di 
lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara.  

4. Dasar 
a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019; 

d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 
2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah; 

e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135); 

f. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-23.OT.03.01 
Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024. 

 

B. Kegiatan yang Dilaksanakan 

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan adalah memantau setiap 

pelaksanaan anggaran oleh pimpinan secara berkala setiap bulannya selama 

periode Semester I Tahun Anggaran 2022 di lingkungan Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara. 

 

C. Hasil yang Dicapai 

Dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi periode Semester I Tahun 

Anggaran 2022, hasil yang dicapai yaitu: 

  

 



1) Realisasi Anggaran periode Bulan Januari Tahun Anggaran 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) Realisasi Anggaran periode Bulan Februari Tahun Anggaran 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) Realisasi Anggaran periode Bulan Maret Tahun Anggaran 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4) Realisasi Anggaran periode Bulan April Tahun Anggaran 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5) Realisasi Anggaran periode Bulan Mei Tahun Anggaran 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6) Realisasi Anggaran periode Bulan Juni Tahun Anggaran 2022 

 



7) Rekapitulasi Realisasi Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 

 



8) Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran pada Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara periode Semester I, yaitu: 

- Realisasi anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara 

senilai Rp47.059.153.504 dari total PAGU Anggaran Rp98.467.785.000, dengan 

persentase 47,79%. 

- Berdasarkan hasil rekapitulasi realisasi anggaran di seluruh Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 

Maluku Utara menempati peringkat ketiga setelah Kantor Wilayah Sulawesi 

Selatan (48,21%) dan Kantor Wilayah Sumatera Barat (47,88%). 

- Realisasi anggaran untuk 9 DIPA pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan 

HAM Maluku Utara senilai Rp10.405.673.509 dari total PAGU Anggaran 

Rp20.829.495.000, dengan persentase 49,96%. 

- Sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, 

target realisasi anggaran untuk periode Semester I adalah 50%. Persentase ini 

merupakan persentase kumulatif dari realisasi belanja pegawai, belanja barang, 

dan belanja modal. 

- Berdasarkan hasil rekapitulasi penyerapan anggaran Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara per 30 Juni 2022, satuan kerja 

dengan realisasi tertinggi dicapai oleh Rumah Penyimpanan Barang Sitaan 

Negara (RUPBASAN) Kelas II Ternate (64,88%). Kemudian, dua satuan kerja 

dengan nilai realisasi terendah yaitu, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 

(40,81%), dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate 

(25,04%). 

- Satuan kerja Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas II 

Ternate memiliki PAGU sebesar Rp2.171.796.000 dengan persentase 

penyerapan sebesar Rp1.409.004.687 (64,88%). Penyerapan Anggaran pada 

setiap jenis belanja pada RUPBASAN Ternate telah melebihi target yang 

ditentukan (50%). Ini merupakan pencapaian yang sangat baik atas realisasi 

anggaran satuan kerja. 

- Satuan kerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memiliki PAGU sebesar 

Rp1.027.254.000 dengan total realisasi anggaran sebesar Rp419.244.900 

(40,81%). Dibandingkan dengan 9 DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum 

dan HAM Maluku Utara, hanya satuan kerja Direktorat Jenderal 

Pemasyarakatan tidak mencapai target penyerapan semester I. 

- Satuan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate 

memiliki total PAGU sebesar Rp10.368.064.000 dengan realisasi anggaran 

sebesar Rp2.595.720.242 (25,04%). Realisasi belanja modal yang baru 

mencapai 6,08% membuat penyerapan anggaran pada Lembaga 

Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate belum maksimal. 

9) Faktor yang menyebabkan terjadinya kendala yang dihadapi: 

- Realisasi belanja pada Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara 

(RUPBASAN) Kelas II Ternate sudah sangat baik, namun diharapkan tetap 

memerhatikan anggaran dan Rencana Penarikan Dana (RPD) agar tidak 

terdapat PAGU Minus dan Deviasi Halaman III DIPA yang lebih dari 5%. 



- Realisasi belanja barang pada satuan kerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 

belum mencapai target minimum penyerapan sebesar 40,81%. Hal ini 

dikarenakan terdapat banyak PAGU yang masih diblokir, sehingga pelaksanaan 

kegiatan dan penyerapan anggaran stagnan. Belum ada informasi lebih lanjut 

dari unit Eselon I Direktorat Jenderal Pemasyarakan terkait buka blokir 

anggaran. Jika belum dilakukan blokir, maka satuan kerja Direktorat Jenderal 

Pemasyarakatan akan memaksimalkan kegiatan hingga Triwulan III. 

- Realisasi belanja modal pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III 

Ternate memiliki gap yang cukup besar terhadap target yang ditentukan. 

PAGU belanja modal pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III 

Ternate sebesar Rp5.916.050.000, sementara realisasinya hanya 6,80% atau 

sebesar Rp402.001.396. Belanja modal ini terkait dengan penyelesaian 

pembangunan gedung/bangunan pada Lembaga Pemasyarakatan 

Perempuan Kelas III Ternate. Apabila proses pelaksanaan pembangunan 

gedung/bangunan telah dimulai, diharapkan penyerapan anggaran pada 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Ternate dapat mencapai target yang 

ditentukan. 

 

D. Simpulan dan Saran 

1. Simpulan 

Berdasarkan faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, maka perlu dilakukan 

langkah perbaikan berupa rencana tindak lanjut, yaitu: 

a. Setiap satuan kerja harus memerhatikan penyerapan anggaran per jenis 

belanja dan mendukung belanja berkualitas melalui peningkatan kualitas 

pelaksanaan anggaran dan mengurangi penumpukan pencairan dana pada 

akhir tahun. 

b. Satuan kerja diharapkan melakukan penyusunan rencana kegiatan periode 

Triwulan III kemudian melakukan pemutakhiran RPD Halaman III DIPA. 

c. Sesuai dengan PER-5/PB/2022, batas waktu pemutakhiran RPD Halaman III 

DIPA untuk periode Triwulan I, Triwulan II, dan Triwulan III tahun 2022 adalah 

tanggal 14 Juli 2022. 

d. RPD Halaman III DIPA bulan Januari-Juni sesuai dengan realisasi anggaran 

per jenis belanja. RPD Halaman III DIPA bulan Juli-September sesuai rencana 

belanja per jenis belanja, dengan memerhatikan target realisasi anggaran 

triwulan III, yaitu: Belanja Pegawai sebesar 75%, Belanja Barang sebesar 70%, 

dan Belanja Modal sebesar 70%. 

2. Saran 

Berdasarkan simpulan yang telah disebutkan di atas, maka perlu segera 

dilaksanakan tindak lanjut pelaksanaan anggaran pada masing-masing satuan 

kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara. 

 



E. Penutup 

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran periode 

Triwulan II Tahun Anggaran di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan 

HAM Maluku Utara disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan dan 

diharapkan untuk segera ditindaklanjuti sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 

Demikian untuk maklum. 

 
 
Dibuat di Ternate 
pada tanggal 5 Juli 2022 
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